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Arief Argya Saputra, E0013064, Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara 
Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka 
Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan 
 Penulisan hukum ini mempunyai tujuan guna mengetahui seberapa 
jauh pengelolaan hutan negara terutama pasca dikeluarkannya Putusan MK 
Nomor 35/PUU-X/2012. Dimana pengelolaan hutan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Inti daripada putusan MK 
Nomor 35/PUU-X/2012 adalah diakuinya hutan adat menjadi hutan hak serta 
pengelolaanya diserahkan secara penuh terhadap masyarakat adat. Sehingga 
dalam pengelolaan hutan, negara sudah tidak terlibat dalam pengelolaan hutan 
adat, tetapi sebagai negara yang menguasai, hendaknya negara tidak memberikan 
kekuasaan penuh pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat tanpa 
pengawasan, pelatihan, dan pendampingan 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat perspektif 
atau terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari data primer yang 
terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan juga putusan hakim. Lalu data 
sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yaitu buku, referensi, 
jurnal hukum, majalah, internet. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan studi kepustakaan. 
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa negara dalam 
mengelola hutan negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip prinsip fungsi 
lingkungan. Dari prinsip yang disebutkan belum seluruhnya dilaksanakan oleh 
negara dalam mengelola sumber daya hutannya. Dalam hal pembangunan 
berkelanjutan, hutan negara saat ini masih dirasa belum memenuhi unsur 
pembangunan berkelanjutan, karena jika dilihat masih banyak faktor ekonomi 
mendominasi dalam pengelolaan hutan sendiri. Pasca Putusan MK Nomor 
35/PUU-X/2012 yang intinya mengakui hutan adat menjadi hutan hak dan juga 
hutan adat tidak dikelola lagi oleh negara. Pada hal ini, semestinya negara 
memberikan pelatihan, pengawasan, dan juga pendampingan terhadap  
masyarakat hukum adat yang diberikan kewenangan mengelola hutan adatnya 
sendiri.  




Arief Argya Saputra, E0013251, Analisis Yuridis Pengelolaan Hutan Negara 
Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam Rangka 
Membangun Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan) 
 This Study aims to determine how far the state forest management, 
especially after the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 
35 / PUU-X / 2012, where the forest management regulated in Law Number 41 of 
1999 on Forestry. Core rather than the Constitutional Court decision No. 35 / 
PUU-X / 2012 is the recognition of indigenous forest to forest rights and its 
management handed over in full to the indigenous peoples. So in forest 
management, the state is not involved in the management of indigenous forests, 
but as countries who have control, the state should not give the full power of 
indigenous forest management to the indigenous community without supervision, 
training, and mentoring. 
 This study uses normative research or applied perspective. The 
approach used in this study is the approach of legislation. Types and sources of 
legal materials consist of primary data that consists of legislation, official 
records, as well as the judge's decision. Then the secondary data obtained from 
all the publicity about the law, namely books, references, legal journals, 
magazines, internet. This study uses data collection techniques to the study of 
literature. 
Based on the discussion, it can be concluded that the state in managing the state 
forest has not complied with the principles of environmental functions, especially 
in the management of forest resources. The implementation of thhe principle of 
sustainable development were not maximal, seen from the dominating factor of 
economic development in its own forest management. Following the Ruling of the 
Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012 which in essence recognizes 
indigenous forest to forest rights and indigenous forests also no longer managed 
by the state. In this case, the state should provide training, supervision, and 
assistance to indigenous peoples were given the authority to manage their own 
customary forests. 
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terutama pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dimana 
pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Inti daripada putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah diakuinya 
hutan adat menjadi hutan hak serta pengelolaanya diserahkan secara penuh 
terhadap masyarakat adat. Sehingga dalam pengelolaan hutan, negara sudah tidak 
terlibat dalam pengelolaan hutan adat, tetapi sebagai negara yang menguasai, 
hendaknya negara tidak memberikan kekuasaan penuh pengelolaan hutan adat 
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